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PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8/PMK.05/2010
TENTANG

TATA CARA PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
BENDAHARA UMUM NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a bahwa untuk melaksanakan ketentuan yang diatur dalam
Pasa 70 Peraturan Menteri Keuangan Nomor
171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntans dan Pelaporan
Keuangan Pemerintah Pusat, Menteri Keuangan selaku
Bendahara Umum Negara menyusun Laporan Keuangan
Bendahara Umum Negara;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Menteri
Keuangan tentang Tata Cara Penyusunan Laporan
Keuangan Konsolidasian Bendahara Umum Negara;

Mengingat : 1. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007
tentang Sistem Akuntanss dan Pelaporan Keuangan
Pemerintah Pusat;
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA

CARA  PENYUSUNAN LAPORAN  KEUANGAN
KONSOLIDASIAN BENDAHARA UMUM NEGARA.
BAB |
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Definis
Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1.

Bendahara Umum Negara, yang selanjutnya disingkat BUN, adalah pejabat
yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum negara.

Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara, yang selanjutnya disebut SA-
BUN, adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi
mulal dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampa dengan
pelaporan posis keuangan dan operasi keuangan yang dilaksanakan oleh
Menteri Keuangan selaku BUN dan Pengguna Anggaran Pembiayaan dan
Perhitungan.

Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan adalah dana Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara yang dialokaskan kepada Menteri Keuangan selaku
BUN sebaga Pengguna Anggaran selain yang dialokaskan untuk
Kementerian NegaralLembaga, yang dalam pelaksanaannya dapat
diserahkan kepada Kementerian Negara/Lembaga/Pihak Lain sebagai Kuasa
Pengguna Anggaran.

Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan atau Bagian Anggaran
Bendahara Umum Negara, yang selanjutnya disebut BA-BUN, adalah
bagian anggaran yang mengelola Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan
yang berada dalam kewenangan Menteri Keuangan selaku BUN.

Unit Akuntanss Bendahara Umum Negara, yang selanjutnya disebut UA-
BUN, adalah unit akuntansi pada Departemen Keuangan yang melakukan
koordinasi dan pembinaan atas kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan
tingkat Unit Akuntansi Pembantu Bendahara Umum Negara dan sekaligus
melakukan penggabungan lgporan keuangan seluruh Unit Akuntans
Pembantu Bendahara Umum Negara.
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Unit Akuntanss Pembantu Bendahara Umum Negara, yang selanjutnya
disebut UAP-BUN, adalah unit akuntans pada Eselon | Departemen
Keuangan yang melakukan koordinasi dan pembinaan atas kegiatan
akuntans dan pelaporan keuangan tingkat Unit Akuntans Pembantu
Pengguna Anggaran Eselon | Bendahara Umum Negara dan sekaligus
melakukan penggabungan laporan keuangan seluruh Unit  Akuntans
Pembantu Pengguna Anggaran Eselon | Bendahara Umum Negara.

Unit Akuntans Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara, yang
selanjutnya disebut UAKPA-BUN, adalah unit akuntans instans yang
melakukan akuntans dan pelaporan keuangan pada tingkat satuan kerja
Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara.

Unit Akuntansi Kuasa Bendahara Umum Negara tingkat Daerah/KPPN,
yang selanjutnya disebut UAKBUN-Daerah/KPPN, adalah unit akuntans
Kuasa BUN yang melakukan kegiatan akuntans dan pelaporan keuangan
BUN tingkat daerah/K PPN.

Unit Akuntansi Koordinator Kuasa Bendahara Umum Negara tingkat Kantor
Wilayah, yang selanjutnya disesbut UAKKBUN-Kanwil, adalah unit
akuntans yang melakukan koordinasi dan pembinaan atas kegiatan
akuntansi dan pelaporan keuangan tingkat Kuasa BUN Daerah/KPPN dan
sekaligus melakukan penggabungan laporan keuangan seluruh Kuasa BUN
Daerah/K PPN.

Unit Akuntans Kuasa Bendahara Umum Negara tingkat Pusat, yang
selanjutnya disebut UAKBUN-Pusat, adalah unit akuntans yang melakukan
kegiatan akuntans dan pelaporan keuangan tingkat BUN dan sekaligus
melakukan penggabungan Laporan Keuangan seluruh-Unit Akuntans Kuasa
BUN Daerah/KPPN yang berasal dari-UAKKBUN-Kanwil serta laporan
keuangan dari UAKBUN-Pusat lainnya.

Pendapatan adalah semua penerimaan di Rekening Kas Umum
Negara/Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun
anggaran bersangkutan.

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum
Negara/Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun
anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali
oleh pemerintah.

Pembiayaan (financing) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar
kembali, dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun
anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang
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dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup
defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

14. Kewagjiban adalah utang yang timbul dari peristiwva masa lalu yang
penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi
pemerintah.

15. Dokumen Sumber adalah dokumen yang berhubungan dengan transaks
keuangan yang digunakan sebagai sumber atau bukti untuk menghasilkan
data akuntans.

16. Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna
barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan
menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pel aporan.

17. Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih
entitas akuntans yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan
waib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan
keuangan.

18. Laporan Redlisasi Anggaran adalah laporan yang menygjikan informas
realisasl pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan, sisa
lebih/kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan
dengan anggarannya dalam satu periode.

19. Neraca adalah lgporan yang menyagikan informasi posiss keuangan
pemerintah yaitu aset, utang, dan ekuitas dana padatanggal tertentu.

20. Pengguna Anggaran BUN adalah pgabat pemegang kewenangan
penggunaan anggaran Pembiayaan dan Perhitungan (BA-BUN).

21. Konsolidasi adalah proses penggabungan antara akun-akun yang
diselenggarakan oleh entitas pelaporan dengan entitas pelaporan lainnya,
dengan mengeliminasi akun-akun timba balik agar dapat disgjikan sebagai
satu entitas pelgporan konsolidasian.

22. Laporan Keuangan Konsolidasian adalah laporan keuangan yang merupakan
gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas pelaporan sehingga tersgji
sebagal satu entitas tunggal.

23. Piutang adalah hak yang timbul dari perisiwva masa lalu yang
penyelesaiannya mengakibatkan aliran masuk sumber daya ekonomi
pemerintah.
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Pasal 2
Bagian Kedua
Ruang Lingkup

(1) Ruang lingkup Peraturan Menteri Keuangan ini berlaku bagi Menteri
Keuangan yang diberi kewenangan sebagai BUN dan Pengguna Anggaran
BA-BUN untuk menjalankan SA-BUN yang terdiri dari:

a. Sistem Akuntansi Pusat (SAP);

b. Sistem Akuntans Utang Pemerintah (SA-UP) dan Sistem Akuntansi
Hibah (SIKUBAH);

c. Sistem Akuntansi Investas Pemerintah (SA-IP);

d. Sistem Akuntansi Pelaporan Penerusan Pinjaman (SA-PPP);

e. Sistem Akuntansi Transfer ke Daerah (SA-TD);

f. Sistem Akuntansi Belanja Subsidi dan BelanjaLain-Lain SA-BSBL);
g. Sistem Akuntansi Transaksi Khusus (SA-TK); dan

h. Akuntans Badan Lainnya.

(2) Penetapan SA-BUN dan UA-BUN mengacu pada Peraturan Menteri
Keuangan mengena Sistem Akuntans dan Pelaporan Keuangan Pemerintah
Pusat.

BAB Il
UNIT AKUNTANSI BENDAHARA UMUM NEGARA
Bagian Kesatu
Unit Akuntansi Bendahara Umum Negara
Pasal 3

(1) Dalam menyusun Laporan Keuangan, Menteri Keuangan selaku BUN
menetapkan UA-BUN.

(2) Unit Akuntansi Bendahara Umum Negara terdiri dari:
a. UAK-BUN yang terdiri dari:
1. UAKBUN-Daerah/KPPN; dan
2. UAKBUN-Pusat.

b. Unit Akuntansi Pembantu Bendahara Umum Negara Akuntansi Pusat
(UAP-BUN-AP);
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